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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 

19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

  

Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 
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3.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5490); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5603);  

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5870); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang 

menghubungkan daratan dengan daratan dan 

bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan 

kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap 

unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

dan hukum internasional. 

2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil 

atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer 

persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 

3. Perikanan adalah semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 

perikanan. 

4. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya 

ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

5. Konsultasi Publik adalah proses penggalian 

masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, 

musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya 

yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan utama. 

6. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang 

selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana 

yang disusun untuk menentukan arahan 
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pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah. 

7. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 

Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT 

adalah rencana yang disusun untuk menentukan 

arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis 

nasional tertentu. 

8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah 

rencana yang menentukan arah penggunaan 

sumber daya yang disertai dengan penetapan 

alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang 

memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat 

dilakukan setelah memperoleh izin. 

9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang 

mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu 

kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, 

dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

10. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi 

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

dilindungi, yang ditujukan untuk pelindungan 

habitat dan populasi sumber daya pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya 

terbatas untuk penelitian. 

11. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap 

konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di 

bawah permukaan Laut baik yang menempel pada 

daratan maupun yang tidak menempel pada 

daratan serta didirikan di wilayah perairan dan 

wilayah yurisdiksi. 

12. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan 

diameter dan panjang bervariasi yang terletak di 

atau tertanam di bagian bawah Laut. 

13. Pantai adalah daerah antara muka air surut 

terendah dengan muka air pasang tertinggi. 

14. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, 

baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak 
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dapat diperbarui yang memiliki keunggulan 

komparatif dan kompetitif serta dapat 

dipertahankan dalam jangka panjang. 

15. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BMN adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

16. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang 

yang secara turun-temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul 

leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, 

wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata 

pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di 

wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

17. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat 

yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari 

berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima 

sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak 

sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir 

dan pulau-pulau kecil tertentu. 

18. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat 

perikanan tradisional yang masih diakui hak 

tradisionalnya dalam melakukan kegiatan 

penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah 

di daerah tertentu yang berada dalam perairan 

kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut 

internasional. 

19. Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, 

atau perseorangan yang bertanggung jawab atas 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

 


